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ABSTRAK 

Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan 

keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum 

yang berlaku. Untuk menghindari kemadaratan yang lebih besar, pernikahan di bawah 

umur seringkali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan 

remaja yang telah hamil di luar nikah. Apabila menyesuaikan dengan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang batasan-

batasan usia calon mempelai apabila ingin melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun.  

Pegadilan Agama Wates adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki 

wewenang dalam menangani dan memberikan izin dispensasi nikah. Pada tahun 2013 

terdapat satu permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Wates 

yaitu penetapan nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Permohonan ini diajukan oleh pemohon 

yang cucunya masih berumur 18 tahun 9 bulan. Pemohon ingin menikahkan cucunya 

karena telah melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya, dan kekasihnya telah 

hamil 4 bulan, sehingga pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama 

Wates. 

Penyusun terarik untuk meneliti penetapan dispensasi nikah nomor: 

0076/Pdt.P/2013/PA.Wt karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama 

Wates. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar dan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah nomor: 

0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian putaka (library reserach). Teknik pengumpulan 

data penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan penetapan tersebut, serta didukung dengan wawancara dengan hakim 

Pengadilan Agama Wates yang pada saat itu menjadi hakim saat persidangan. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang didapat, 

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa majelis hakim dalam 

menetapkan perkara dispensasi nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt menggunakan 

beberapa dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Pasal 7 ayat (1) dan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Sedangkan pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut adalah bahwa majelis hakim 

menganggap calon mempelai pria dan wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan hakim 

berkeyakinan bahwa madarat-lah yang akan timbul jika permohonan dispensasi nikah 

tersebut dikabulkan.  
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MOTTO 

 Selain Allah ? Dapatkah mereka menolong 

kamu atau menolong mereka sendiri ? (Qs. 

Asy-Syu’arā, 93) 

 Jangan tuhankan seragammu, hargailah 

perbedaan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

 



 

ix 

 

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

y 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعّددة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbût ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

ditulis 

ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h. 

 ‟ditulis Karâmah al-auliyâ كسايةالأونيبء

 

3. Bila ta‟ marbûtah hidup atau dengan harakat, fath  ah, kasrah, dan ḍammah  

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakâh al-fiţri شكبةانفطس

 

D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

fath  ah 

 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 



 

x 

 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

kasrah 

 

 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath  ah + alif 

 جبههية

fath  ah + ya‟ mati 

 تنسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd   

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 ثينكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأنتى

 أعدت

 نئنشكستى

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a‟antum 

u„iddat 

la‟in syakartum 

 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 انقيبس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 



 

xi 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

             Ditulis menurut penulisannya. 

 نفسوضذوي ا

 نسنةأهم ا

ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd   

Ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

              Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, 

seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. 

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الر حمن الر حيم

 هي أعوبلٌب ّسيئبت أًفسٌب شرّر هي ببلله ًعْذّ ًّستغفرٍ ًّستعيٌَ ًحودٍ الحودلله إى

 هحوداعبدٍ ّأشِدأى الله إلا إلَ لا أشِدأى. لَ ُبدي فلا يضلل ّهي لَ هضل فلا الله يِدٍ

 يْم إلى بإحسبى تبعِن ّهي ّأصحببَ ألَ ّعلى هحود على ّسلن صل اللِن. ّرسْلَ

  , اما بعدالديي

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, serta pertolongan kepada 

penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan 

Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan 

Agama Wates)” .  

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi 

ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang 

penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu 

penyusun menharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang 

dikehendaki. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah tidak menghendaki manusia seperti halnya makhluk yang lain. 

Allah menjadikan hubungan yang agung, yang dibangun atas dasar cinta, dan 

kerelaan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu dengan cara menganjurkan 

melaksanakan pernikahan sekaligus menciptakan hukum yang mengaturnya 

demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. 

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang memiliki 

tujuan membentuk keluarga yang memliki rasa kasih sayang antara sesama 

anggota keluarga yang penuh ketenangan.
1
  

Sebagaimana firman Allah SWT. 

 وهيءاياحه اى خلق لكن هي اًفسكن اسواجا لخسكٌىا اليها وجعل بيٌكن هىدة

 2 ورحوت اى فى ذلك لاياث لقىم يخفكزوى 

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok dalam hidup yang 

utama dalam menjalin pergaulan di masyarakat yang sempurna. Dengan 

perkawinan seseorang dapat menjaga hawa nafsunya, sebagaimana sabda 

Nabi Muhammad Saw: 

                                                           
1
 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm, 11. 

 
2
 Ar-Rum (30): 21.  
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وخ، فإًه اغط للبصز واحصي شباب هي اسخطاع هٌكن الباءة فليخشلايا هعشز 

 للفزج، وهي لن يسخطع فعليه بالصىم،فإًه له وجاء3

Menurut hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau 

Mīstāqan galīdan
4
 guna mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.
5
 Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat suci, kokoh, 

kuat dan mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para 

pihak serta menunjukkan bahwa suami istri memiliki kewajiban untuk 

menjaga dan mempertahankan hubungan ikatan perkawinan secara bersama.  

Setiap pasangan yang akan menikah harus memperhatikan faktor-

faktor yang dapat menjadikan rumah tangga yang harmonis yang penuh 

kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seperti prinsip-prinsip perkawinan yaitu 

musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan tentram dalam 

kehidupan keluarga, menghindari kekerasan, dan hubungan suami istri yaitu 

sebagai partner dan prinsip keadilan.
6
 

Pada zaman globalisasi seperti saat ini terlihat masih ada saja 

masyarakat yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, padahal 

                                                           
3
 Imām Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawi, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), V: 172, 

“Kitāb an-Nikāḥ,” “Bāb Istiḥbāb an-Nikāḥ Liman Tāqatu Nafsuhu Ilaihi wa Wajada Mu‟antan.” 

Hadis dari Sulaiman bin Miḥran Al- A‟masy, dari Ibrāhīm An-Nakha‟i, dari „Alqamah bin Qais 

An- Nakha‟i, dari „Abdullāh bin Mas‟ud. Muttafaq „Alaih. 

 
4
Mīstāqan ghalīdhan adalah perjanjian atau transaksi yang kokoh, teguh dan kuat. 

Perkawinan sebagai akad yang melebihi dari akad/ transaksi-transaksi lain. Dari sisi bahasa juga 

mengisyaratkan keyakinan istri bahwa kebahagiaan bersama suami dan istri akan lebih besar dari 

pada kebahagiaan hidup dengan ibu dan bapak. 

 
5
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 

 
6
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi UU Negara Muslim 

Kontemporer, (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 55. 
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masyarakat sedang dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Dan 

yang lebih menarik yaitu perkawinan usia muda justru terjadi dikalangan 

muslim, baik yang hidup di pedesaan atau di kota. 

Perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang 

menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi 

kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi 

kebutuhan biologis dan keinginan manusia akan tetapi lebih dari itu, yaitu 

suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.
7
 

Keadaan tersebut tidak bisa dilakukan apabila perkawinan dilaksanakan 

dalam usia yang terlalu muda, pengetahuan tentang berumah tangga dan 

keterampilan nafkah harus menjadi pegangan. Katerampilan tersebut tidak 

bisa didapatkan dengan mudah apabila perkawinan dilaksanakan dalam usia 

yang terlalu muda karena kurangnya persiapan. 

Sebagaimana diketahui bahwa negara telah mengatur dalam UUP 

(Undang-Undang Perkawinan) yang menyebutkan “calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 

tahun.
8
 Penentuan ini dipertegas dengan adanya penegasan yang tertera dalam 

Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan 

bahwa:
9
 

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh 

dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah 

                                                           
7
 Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2. 

 
8
 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
9
 Pasal 15 ayat (1) dan (2). 



4 
 

 
 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kuranya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun. 

2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), 

dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.  

 

Tertera didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) 

bahwa batasan umur untuk melaksanakan perkawinan seorang pria dan 

wanita yaitu, bagi pria telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 

berumur 16 (enam belas) tahun.  

Apabila dalam keadaan yang sangat memaksa untuk melaksanakan 

perkawinan di bawah umur, bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke 

Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 (dua). Setelah mendapatkan izin dari Pengadilan 

Agama setempat, pernikahan dapat dilaksanakan oleh kedua mempelai.  

Namun dengan adanya ketentuan ini jelas akan menimbulkan pro dan 

kontra dalam pemahamannya. Karena dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadis yang 

selama ini dijadikan sebagai sumber dari hukum Islam tidak mampu 

memberikan tolok ukur yang jelas dalam memberikan batas minimal usia 

perkawinan. Karena kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan 

dugaan, isyarat, dan tanda-tanda usia kedewasaan saja. 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa lembaga 

peradilan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin dispensasi nikah. 

Diantaranya yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama 

Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari, dan 

Pengadilan Agama Wates. Dalam hal ini sebelum penulis menentukan 
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dimana akan melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi 

di beberapa Pengadilan Agama yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta 

apakah terdapat perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh 

Pengadilan Agama tahun 2013-2014. Setelah melakukan identifikasi di 

beberapa Pengadilan Agama, penulis mendapatkan perkara dispensasi nikah 

yang ditolak oleh Pengadilan Agama, yaitu terdapat di Pengadilan Agama 

Wates. Tahun 2013 terdapat banyak permohonan dispensasi nikah yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Wates, salah satu penetapan dispensasi nikah 

itu adalah permohonan dengan No.0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Penyusun 

memilih penetapan tersebut karena dianggap berbeda dengan yang lain. Letak 

perbedaanya adalah permohonan dispensasi ini ditolak oleh Majelis 

Pengadilan Agama Wates. Pada penetapan No. 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt 

menyebutkan bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk 

menikahkan cucu laki-lakinya karena masih berumur 18 tahun 9 bulan dan 

telah berhubungan badan dengan kekasihnya yang berumur 19 tahun dan 

telah hamil 4 bulan. Maka dari itu pihak laki-laki mengajukan permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.  

Dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan 

Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 

0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates) ”. 
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B. Pokok  Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah yang menjadi kajian adalah sebagai berikut: 

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam 

menetapkan dispensasi nikah Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif terhadap 

pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah 

Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Memperhatiakan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

antara lain yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

dalam memberikan putusan dispensasi nikah Nomor: 0076/ 

Pdt.P/2013/PA.Wt. 

2. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif 

terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan 

dispensasi nikah Nomor: 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt. 

Kegunaan yang diharapkan oleh penyusunan skripsi ini adalah:  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

dalam wilayah Pengadilan Agama Wates mengenai batas usia yang jelas 

untuk melangsungkan pernikahan. 
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2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah 

di Pengadilan Agama Wates. Sehingga penelitian ini menjadi bahan 

evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Wates. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pada bagian ini peneliti mengemukakan hasil-hasil penelitian atau 

karya terdahulu yang mempunyai relevansi dan hampir memiliki kesamaan 

kajian dengan penelitian ini. Peneliti telah melakukan beberapa kajian 

pustaka. Kajian pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa 

sebelumnya, akan tetapi kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak 

perbedaannya yaitu terdapat dari segi pembahasan, tahun penelitian dan  juga 

tempat dilakukannya penelitian tersebut.  

Seperti skripsi karya Aniyatul Fitriyah dengan judul “Tinjauan 

Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara 

Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta 

Tahun 2006)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai apa yang sebenarnya 

menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, kemudian 

bagaimana jika ditinjau dari konsep maslahah serta ditinjau dari segi yuridis, 



8 
 

 
 

sedangkan penelitian yang penyusun bahas adalah pertimbangan hakim dalam 

menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates.
10

 

Kemudian skripsi karya Hendra Fahrudi Amin dengan judul 

“Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama 

Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. Dalam 

skripsi ini membahas apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum 

dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta secara yuridis 

adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 

ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan diizinkan apabila pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa pernikahan di izinkan apabila terjadi 

penyimpangan dalam hal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada 

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria 

ataupun wanita. Dan secara yuridis adalah untuk kemaslahatan semua pihak, 

baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita, juga pihak 

keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kaidah Ushul Fikih menjelaskan 

dalam teori al-Maslâhâh al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan 

hukum yang belum di jelaskan secara rinci dalam al-Qur‟an dan al-Hadis 

karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan 

masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemudharatan. 

Skripsi tersebut membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim 

                                                           

10
 Aniyatul Fitriyah dengan judul “Tinjauan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim 

Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2006)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2008). 
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Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007-2009, sedangkan skripsi 

yang ditulis oleh penyusun hanya satu penetapan yaitu penetapan No. 

0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. 
11

 

Skripsi karya Ja‟far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah 

Umur Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum 

Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-1998)”. 

Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari segi UUP 

(Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang 

penyusun bahas bahwa kejujuran menjadi pertimbangan pokok hakim dalam 

memutuskan perkara dispensasi nikah No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.
12

 

Skripsi karya Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi 

Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 

1998-1999”. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten 

Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata 

adalah hamil diluar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah 

mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan 

adalah adanya konflik di dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi 

dengan berakhirnya perrnikahan dengan perceraian. Skripsi tersebut berbeda 

dengan penelitian yang penyusun bahas karena yang dijelaskan dalam skripsi 

                                                           
11

 Hendra Fahrudi Amin dengan judul “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh 

Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009”. 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) 

 
12

 Ja‟far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-

Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan 

Agama Sleman Tahun 1997-1998). Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2001). 
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penyusun adalah akibat yang timbula atas ditolaknya permohonan dispensasi 

nikah No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.
13

 

Selanjutnya skripsi karya Muslihati Anik Listiarin dengan judul 

“Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di 

Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitian 

ini adalah pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi 

nikah oleh Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan 

alasan pemohon yang mayoritas telah hamil di luar nikah. Skripsi tersebut 

membahas pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan 

Agama Yogyakarta pada tahun 2001-2004, sedangkan skripsi yang ditulis 

oleh penyusun hanya satu penetapan yaitu penetapan No. 

0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.
14

 

Sementara untuk penelitian mengenai Pertimbangan Hakim dalam 

memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah belum ada 

yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian 

tersebut. Penyusun melakukan penelitian dispensasi nikah dengan objek 

penelitiannya adalah Pengadilan Agama Wates dan tahun yang diteliti yaitu 

tahun 2013. Dalam hal ini penyusun  membahas tentang alasan-alasan apa 

saja yang diajukan pemohon untuk memohon dispensasi nikah, serta 

                                                           
13

 Punung Arwan Santoso dengan judul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan 

Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 
14

 Muslihati Anik Listiarin dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya 

Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001). 
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bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan 

hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Semua makhluk hidup baik manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan 

tidak terlepas dari perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah untuk 

kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk-makhluk-Nya. 

15لايعلوىى ها هوا حٌبج الارض وهي اًفسهن وهواسبحاى الذي خلق الاسواج كل
  

Pernikahan di dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral 

dan memiliki tujuan yang hakiki guna mewujudkan rumah tangga yang 

sakinah
16

, mawaddah
17

, dan rahmah
18

. Pernikahan tidak hanya dilangsungkan 

hanya berdasarkan nafsu semata, akan tetapi untuk mendapatkan ketenangan, 

ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan 

dilandasi cinta dan kasih sayang. Dan juga untuk menjalin tali persaudaraan 

antara keluarga kedua belah pihak yang bernuansa ukhuwah islâmiyâh.
19

 

Ajaran untuk melaksanakan pernikahan lebih ditekankan  kepada para 

pemuda yang sudah merasa dewasa untuk mematangkan kestabilan jiwanya 

                                                           
15

 Yasin (36): 36. 

 
16

 Sakinah memiliki arti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, maka 

perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara 

keduanya menjadi ketentraman. 

 
17

 Mawaddah memiliki arti rasa cinta yang dituntut untuk melahirkan ketenangan dan 

ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami istri. 

 
18

 Rahmah memiliki arti yang berkaitan dengan kasih sayang, kebaikan, dan anugerah 

rizki Allah terhadap makhluk-Nya. 

 
19

 Muhammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. ke-1 

(Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19. 
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dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga 

terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang dari etika dan norma 

agama.
20

 

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka diperlukan 

persiapan yang sangat matang, diantaranya persiapan dari segi moril maupun 

materil. Perkawinan di usia muda dimana seorang calon manten belum siap 

mental maupun fisik sering menimbulkan masalah di kemudian harinya, 

bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, untuk itu kematangan jiwa 

sangat berpengaruh besar untuk memasuki gerbang rumah tangga.
21

 

Makna perkawinan tidak boleh serta merta hanya bertujuan untuk 

memperoleh keturunan, karena semua orang memiliki keinginan tersebut. 

Yang lebih utama adalah bagaimana perkawinan tersebut bisa membawa 

suatu keberkatan bagi jalinan hubungan yang lebih erat antar sesama agar 

tercipta keluarga yang harmonis yang mencerdaskan.  

Dalam Islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam 

mencapai tujuan di langsungkannya perkawinan, ketentuan dispensasi nikah 

dan batasan usia perkawinan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) 

sejalan dengan tuntutan dalam syariat Islam, hanya saja dalam hukum Islam 

tidak dijelaskan secara rinci dalam bentuk dalil-dalil yang selanjutnya oleh 

para ulama dijelaskan dengan berbagai pendapat. 

Dispensasi nikah menjadi solusi bagi pasangan yang belum mencapai 

umur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan 

                                                           
 

20
 Ibid., hlm. 31. 

21
 A. Zuhdi Mudlor, Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk, cet. 

ke-2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18. 
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pernikahan yang sah menrut UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum 

Islam. Sebab jika tidak segera dinikahkan akan membawa kerusakan yang 

lebih besar seperti berzina. Pasangan muda-mudi yang menikah secara sah 

akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang 

sakinah, māwādāh, wa rāhḿah. 

Masalah dispensasi nikah bagi orang Islam termasuk dalam 

kewenangan absolut Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah 

satu badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 

penegakan hukum antara orang-orang yang beragama Islam dibidang 

perwakafan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi 

syariah.
22

 Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 (dua) Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 yang berbunyi: Peradilan Agama adalah salahsatu pelaku 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini.
23

 

Didalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia 

minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), yakni 19 

(sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
24

 

                                                           
22

 Himpunan Peraturan Perundang-undangan, cet. ke-1 (Jakarta: Wacana Intelektual, 

2009), hlm. 438. 

 
23

 Ibid, hlm. 422. 

 
24

 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps 7: 1) 
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Dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa 

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh di 

lakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditentukan 

sesuai dengan Pasal 7 UU (Undang-Undang) No.1 Tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun.
25

 Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh 

Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu pentingnya 

kematangan bagi calon mempelai, agar kelak dapat terwujud tujuan dari 

perkawinan secara baik-baik tanpa berakhir dengan perceraian dan 

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. 

Apabila dalam suatu  keadaan yang sangat memaksa untuk 

melangsungkan perkawinan di bawah umur
26

 bisa dilakukan dengan 

mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua 

orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tercantum 

dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 

(2). Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
25

 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-4 (Jakarta: Akademia 

Presindo, 2004), hlm. 117. 

 
26

 Yang dimaksud di bawah umur adalah di bawah batas usia perkawinan yang telah 

ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974, yaitu 19 tahun untuk 

laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), 

yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan dan mengklarifikasi data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. 
27

 Sumber data penelitian 

ini dapat di kelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau 

lembaga lain yang sudah dipublikasikan.
28

 Sumber data ini adalah 

dokumen penetapan dispensasi nikah No. 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan 

secara langsung dari obyek yang bersangkutan. Sumber data 

sekunder ini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Wates. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik, penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu 

objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji kebenaran dari 

suatu pendapat.
29

 Dalam hal ini data dambil dari penetapan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Wates, khusunya pada pertimbangan hakim 

dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi  

                                                           
27

 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi II, cet. ke-8, (Yogyakarta: Rake 

Sarasin, 1983) hlm. 43. 
28

 M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, cet. ke-4, (Yogyakarta : BPFE-

YOGYAKARTA, 2009), hlm, 67. 

 
29

 Ibid., hlm. 3. 
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Dokumetasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, 

yaitu penetapan Hakim Pengadilan Agama Wates mengenai 

dispensasi nikah, data resmi, data arsip, dan juga catatan-catatan lain 

yang menyangkut objek penelitian di lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
30

 Penyusun 

menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti kepada responden lebih bersifat pertanyaan 

terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar 

pertanyaan (pedoman wawancara) yang terperinci, tetapi bersifat 

terbuka yang dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan 

menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat. Adapun responden 

yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan 

Agama Wates. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-

buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan 

objek penelitian. 

4. Pendekatan Penelitian 

                                                           
30

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm. 180. 
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a. Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif yaitu studi Islam yang menggunakan masalah 

dari sudut legal-formal atau normatifnya. Maksud legal-formal 

adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak dan 

sejenisnya. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung 

dalam nash.
31

 

b. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum 

pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi 

pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
32

 

5. Analisa Data 

Penulis mengumpulkan data dari penelitian kemudian dianalisis 

secara kualitatif, ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan 

kualitas, mutu dan sifat fakta yang benar-benar berlaku.
33

 Analisis data 

penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa 

yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-

peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi yang memiliki sifat 

                                                           
31

 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACADEMIA + 

TAZZAFA, 2009), hlm. 197. 

 
32

 Ibid. 

 
33

 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1999) hlm. 34. 
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umum.
34

 Dalam penelitian ini adalah pandangan Hakim Pengadilan 

Agama Wates dalam menetapkan dispensasi nikah kemudian ditarik 

menjadi kesimpulan umum. 

b. Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada pengetahuan 

yang umum itu hendak menilai suatu kejadian yang khusus.
35

 Dalam 

penelitian ini merupakan teori maslahah mursalah yang bersifat 

umum terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates 

mengenai penetapan dispensasi nikah guna di tarik pada kesimpulan 

yang khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam 

sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-msing 

bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan 

tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab 

selanjutnya. Adapun secara global sistematika penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang 

pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, 

                                                           
34

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), hlm. 42. 

 
35

 Ibid. 
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pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoretik, 

metode penelitian, dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang dispensasi nikah. 

Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang batas 

usia nikah, dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif 

hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini memuat pula 

pembahasan mengenai pengertian dasar hukum dispensasi nikah, serta 

prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Wates. 

Bab ketiga menguraikan tentang penolakan dispensasi nikah oleh 

Pengadilan Agama Wates (Perkara Nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt)  dan 

profil Pengadilan Agama Wates. Pada bab ini dijelaskan bahwa pemohon 

memiliki keinginan untuk menikahkan cucunya yang masih berumur 18 tahun 

9 bulan, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama 

Wates. 

Bab keempat, menjelaskan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap dasar pertimbangan hukum dispensasi nikah akibat hamil oleh 

Hakim Pengadilan Agama Wates. Pada bab ini dapat dianalisis bahwa 

pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Wates tersebut tidak sesuai 

dengan maqasid asy-syari’ah yang mana tujuannya adalah untuk 

kemaslahatan umat, akan tetapi  telah sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia. Yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). 
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Bab kelima, yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-

saran yang sesuai dengan hasil skripsi dan kemudian diakhiri dengan daftar 

pustaka dan di sertakan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini 

dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Undang-Undang 

No. 1  Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 15 ayat (1). Selain itu hakim juga memiliki pertimbangan bahwa 

calon kedua mempelai tidak memiliki jiwa kejujuran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun 

yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan 

Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/ 

Pdt.P/2013/Pa.Wt. Pengadilan Agama Wates)” maka penyusun dapat 

mengambil poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu: 

1.  

Ketentuan Undang-Undang No. 1  Pasal 7 ayat (1) Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 

(1). 

b. Pertimbangan Majelis Hakim 

Majelis Hakim menganggap calon mempelai pria dan calon 

mempelai wanita tidak memiliki jiwa kejujuran, dan Majelis Hakim 

meyakini apabila permohonan tersebut dikabulkan hanya 

kemadharatanlah yang akan menjadi buah dari perkawinan 

tersebut. Majelis hakim juga menggunakan kaidah fikih dalam 

memutuskan perkara tersebut, yaitu: 

 در ء المفا سد أولى من جلب المصالح

a. Dasar hukum  
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2. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penetapan 

perkara permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt 

apabila dilihat dari segi hukum Islam tidak sesuai karena Majelis 

Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari maqasid asy-syari’ah yaitu 

menjaga keturunan (حفظ النسل), namun menurut perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia dasar dan pertimbangan tersebut sudah 

sesuai, yaitu tidak bertentangan dengan batas usia menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Pasal 7 ayat (1). 

 

B. Saran-saran 

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang 

perlu dijadikan saran-saran. Adapun yang dapat diberikan oleh penyusun 

antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk Pengadilan Agama 

Penyusun kurang setuju dengan penetapan Majelis Hakim dalam 

memberi putusan yaitu menolak permohonan dispensasi nikah nomor 

0076/ Pdt.P/2013/Pa.Wt. penyusun menilai Majelis Hakim hanya 

mengacu kepada hukum posistif dan faktor ketidakjujuran dari calon 

mempelai pria dan calon mempelai wanita pada saat memberikan 

keterangan di persidangan. Seharusnya Majelis Hakim juga 

mempertimbangkan aspek lain seperti maqashid al-syari’ah dan juga 

masa depan anak yang dikandung oleh calon isteri.  
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Penyusun memiliki harapan untuk seluruh Pengadilan seharusnya 

memberikan putusan yang memiliki dasar hukum yang jelas, dan lebih 

cermat dan teliti dalam memeriksa perkara agar putusan yang 

dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan 

tetap. 

2. Bagi Masyarakat 

Hendaknya bagi masyarakat khusunya orang tua harusnya lebih 

memberikan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak, sehingga 

anak tidak menyimpang terhadap ketentuan Syari’at Islam dan bisa 

membentengi diri dari pergaulan bebas, dan kedepannya perkawinan di 

bawah umur dapat dihindari. 

3. Bagi Pemerintah 

Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin 

meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka 

pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. Namun yang terjadi di 

masyarakat sekarang ini adalah semakin banyak masyarakat yang 

melakukan perkawinan di bawah tangan. Oleh sebab itu, hal ini 

seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah untuk membuat strategi 

lebih ampuh untuk menekan terjadinya pernikahan dini. 
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TERJEMAHAN 

 

HLM BAB F.N TERJEMAHAN 

1 1 2 Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 

Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari 

jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir 

2 I 3 Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian 

yang telah mampu secara biologis, maka 

menikahlah, maka sesungguhnya menikah dapat 

menundukan pandangan dan farji. Dan barangsiapa 

tidak mampu maka sebaiknya berpuasa, maka 

sesungguhnya berpuasa itu dapat menjadi benteng. 

11 1 15 Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan 

semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang 

ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 

sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka 

ketahui. 

61 IV 3 Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada 

meraih kemaslahatan. 
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BIOGRAFI ULAMA 

 

A. Imam Bukhari  

            Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 

Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 

M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli 

hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, 

Tirmidzi, an-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab fiqih dan hadis, 

hadis-hadis dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan 

julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu 

Hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. 

           Dia diberi nama Muhammad oleh ayah dia, Ismail bin Ibrahim. Yang 

sering  menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam 

komentarnya setelah meriwayatkan hadis dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan 

kuniah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia 

Tengah, dia dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia 

adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 

Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 

M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya. 

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab 

ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' 

dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) 

hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama 

bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar 

dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. 

            Bukhari berguru kepada Syekh ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur 

di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci 

terutama Mekkah dan Madinah, dimana dikedua kota suci itu dia mengikuti kuliah 

para guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya 

Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadis karya Mubarak dan Waki bin Jarrah 

bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis shahih dalam 

satu kitab, dimana dari satu juta hadis yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring 

menjadi 7275 hadis. 

            Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, 

Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak 

kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk 

pendidikan. 
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B. Imam Nawawi 

Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi 

ad-Dimasyqi, atau lebih dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang 

ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kotaDamaskus, pada 

tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 H. Kedua tempat tersebut 

kemudian menjadi nisbat nama dia,an-Nawawi ad-Dimasyqi. Ia adalah 

seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. 

Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di 

distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab 

at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal 

kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, 

dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad. 

Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, 

menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas 

terpaan badai kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia 

berwarna hitam dan berukuran kecil. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Damaskus
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=631_H&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=24_Rajab_676_H&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
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Pedoman Wawancara Untuk Hakim 

 

1. Secara umum dasar-dasar apa sajakah yang digunakan Hakim di 

Pengadilan Agama Wates dalam memutuskan suatu permohonan 

dispensasi nikah ? 

2. Pertimbangan hukum apa yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam 

memberikan putusan penolakan permohonan dispensasi nikah nomor 

0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt ? 

3. Apakah Majelis Hakim menggunakan kaidah fikih dalam memberikan 

penolakan permohonan dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt ? 

Kaidah fikih yang mana dan bagaimana penjelasan kaidah fikih tersebut ? 

4. Apakah Majelis Hakim dalam memberikan penolakan permohonan 

dispensasi nikah nomor 0076/ Pdt.P/2013/PA.Wt tidak 

mempertimbangkan kondisi bayi yang sudah berumur 4 bulan ? 

5. Bukti-bukti apa sajakah yang tidak diajukan oleh Pemohon yang akhirnya 

permohonan pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Wates ? 
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  Kepada  
  Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates 

 
Assalamu’alaikum wr.wb. 
 
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada 
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